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RINGKASAN

Di dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memberikan
perhatian khusus terhadap anak yang rentan untuk dilibatkan dalam tindak pidana
pornografi. Mengingat saat ini badai pornografi membawa eskalasi kriminalitas yang
tinggi termasuk pengaruhnya terhadap anak, maka perlu dilakukan penelitian ini dan
dilaksanakan dengan tujuan untuk: 1) memahami dan menjelaskan bentuk-bentuk
perlindungan hukum yang diterapkan terhadap anak yang terlibat tindak pidana
pornografi; 2) memahami dan menganalisis Kebijakan Kriminal terhadap tindak pidana
pornografi yang melibatkan anak; 3) menemukan Model Perlindungan yang tepat
untuk memjamin pelaksanaan hak-hak anak yang terlibat tindak pidana pornografi.

Dalam penelitian ini terdapat 3 tahapan kegiatan, yaitu: Pertama, mengkaji
harmonisasi perundang-undangan yang mengatur pornografi dan mengatur anak serta
relevansinya dengan instrument-instrumen internasional; Kedua, analisis terhadap
pelaksanaan kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana pornografi yang
melibatkan anak; Ketiga, mengidentifikasi kebijakan kriminal tersebut untuk
mendesain model perlindungan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.
Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis-
normative (legal research), yang merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian
terhadap bahan hukum. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan serta
pendapat ilmiah terkait kebijakan kriminal terhadap tindak pidana pornografi yang
melibatkan anak, untuk mewujudkan jaminan perlindungan hak-hak anak korban
tindak pidana pornografi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada sisi kebijakan untuk menanggulangi
tindak pidana pornografi yang melibatkan anak baik anak sebagai pelaku maupun
sebagai korban telah diakomodasi dalam beberapa perundang-undangan khususnya
UU No. 44 Tahun 2008 telah mengatur tindak pidana pornografi yang secara eksplisit
memuat pornografi anak (vide pasal 4 ayat (1) huruf f). Bahkan secara tegas juga
mengatur tindak pidana pornografi yang melibatkan anak (vide Pasal 11 dan Pasal
12). Disamping itu secara khusus juga mengatur perlindungan anak dari pengaruh
pornografi dan dituangkan dalam Bab lll tentang Perlindungan Anak pasal 15 dan
pasal 16, namun terkait dengan peurndang-undangan lain yang mengatur anak yaitu
UU No. 4 Tahun 1979, UU No. 3 Tahun 1997, UU No. 23 Tahun 2002.



SUMMARY

In the Act. 44 of 2008 on Pornography give special attention to the existence of
vulnerable children to be involved in pornography offenses. Given the current
escalation of criminality storm pornography bring high including the effects on children,
it is necessary to do this research and implemented in order to: 1) understand and
explain the forms of legal protection should be applied to the crime involved child
pornography, 2) understand and analyze the Criminal Policy of the crime of
pornography involving children; 3) find the correct Protection Model for memjamin
implementation of the rights of children involved in pornography offenses.

In this research, there are 3 stages, namely: First, examine the harmonization
of legislation that govern and regulate child pornography as well as its relevance to
international instruments; Second, analyzing the implementation of criminal policy in
the response to crimes involving child pornography; Third, identify the criminal policy is
to design a model of protection-oriented best interests of the child. The methods used
in this study is the juridical-normative research (legal research), which is a library
research is a study of legal materials. It could be argued that this study will examine
the legislation and scientific opinion regarding the existence of criminal policy towards
crime involving child pornography, as consideration for realizing the security under the
protection of the rights of child victims of pornography.

The results showed that while on the policy side to tackle crimes involving child
pornography both children as perpetrators and as victims have been accommodated in
recent legislation, especially Law. 44 of 2008 has set the crime of pornography that
explicitly contain child pornography (see article 4 paragraph (1) letter f). Even also
explicitly criminalize pornography involving children (vide Article 11 and Article 12).
Besides, in particular also regulates the protection of children from the influence of
pornography and set forth in Chapter Il of the Child Protection chapter 15 and chapter
16, but associated with perndang other laws that regulate children namely Law no. 4 of
1979, Law no. 3/ 1997, Law no. 23 of 2002.
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